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ABSTRAK

TRANSPARANSI KOMISI YUDISIAL DAN AKUNTABILITAS DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DALAM PROSES PENGISIAN JABATAN
HAKIM AGUNG

Pengisian jabatan Hakim Agung merupakan bagian krusial dalam menjaga
integritas dan kemandirian Mahkamah Agung. Dalam prosesnya, pengisian jabatan
Hakim Agung melibatkan dua institusi yaitu Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan
Rakyat. Karena krusialnya pengisian jabatan Hakim Agung, maka perlu dilihat
bagaimana transparansi Komisi Yudisial dan akuntabilitas DPR dalam melakukan
pengisian jabatan Hakim Agung tersebut, serta konsep ideal pengisian jabatan Hakim
Agung. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dan menyimpulkan,
pertama, dalam melakukan: pengisian-jabatan ‘Hakim'Agung, Komisi Yudisial belum
memenuhi prinsip Transparansi dan Akuntabilitas karena dalam praktiknya Komisi
Yudisial tidak memberikan Klarifikasi atas pertimbangan menyangkut alasan lulus-
tidaknya seorang Calon Hakim Agung. Kedua, terjadinya penyimpangan wewenang
DPR yang seharusnya sebatas memberi persetujuan terhadap kandidat yang telah
diseleksi oleh Komisi Yudisial tanpa kewenangan menolak usulan tersebut, ataupun
melaksanakan mekanisme tes lainnya di DPR. Ketiga, Komisi Yudisial seharusnya
menerapkan transparansi dalam proses seleksi Calon Hakim Agung dengan
mengumumkan pertimbangan yang memuat alasan lulus-tidaknya setiap Calon Hakim
Agung pada tiap proses seleksi, mekanisme ini dapat dilakukan pada bagian akhir setiap
proses tahapan seleksi. Mekanisme ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban
Komisi Yudisial dalam menjalankan kewenangannya, sekaligus sebagai bentuk
berjalannya pengawasan secara menyeluruh terhadap hakim. Sementara keterlibatan
DPR dalam proses seleksi Calon Hakim Agung seharusnya tidak lagi berupa tes,
melainkan sebatas pengesahan terhadap usulan Komisi Yudisial. Sebab, pelaksanaan uji
kelayakan dan kepatutan oleh DPR bukanlah bagian dari kewenangan pengawas
lembaga legislatif.
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